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Abstrak 

 
Alasan utama para pihak memilih arbitrase internasional sebagai forum penyelesaian 

sengketa internasional yang sedang mereka hadapi adalah untuk menghindari kepastian- 

kepastian yang terkait dengan proses litigasi di pengadilan nasional yang berujung pada 

eksekusi putusan di pengadilan asing. Prosedur arbitrase internasional tidak terikat pada 

satu yurisdiksi tertentu dari salah satu pihak saja, kecuali para pihak menentukan demikian 

dan pilihan tersebut tidak melanggar proses hukum yang fundamental terkait dengan 

pokok permasalahan dalam sengketa. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan 

cara membaca dan mempelajari bahan-bahan dan dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berhubungan langsung dengan objek 

penelitian, dalam hal ini adalah cara penyelesaian sengketa yang biasa digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan yang telah terlebih dahulu melakukan perjanjian (Contoh 

Perusahaan PT.MegaSari Makmur dengan Perusahaan Bayer Di Jerman Terhadap Produk 

yang dijual),Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang 

No.13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbritase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian yang dilakukan dalam masalah ini 

PT.Mega Sari Makmur (Indonesia) dan pihak swasta asing (Jerman) menyetujui untuk 

menyelesaikan sengketa mereka di negara Z, di mana ketiga negara tersebut merupakan 

anggota dari Konvensi New York 1958. Hal ini memiliki arti bahwa walaupun arbitrase 

antara PT. Mega Sari Makmur (Indonesia) dan pihak swasta asing (Jerman) dijalankan di 

negara Z dan putusan arbitrase dikeluarkan di negara Z, maka putusan arbitrase tersebut 

tetap dapat dijalankan/dieksekusi di negara Indonesia atau negara Jerman, sebagaimana 

halnya eksekusi putusan pengadilan nasional yang dikeluarkan di masing-masing negara 

tersebut. Jika hukum Indonesia yang digunakan dalam arbitrase ini maka dengan 

ketentuan yang telah dipilih oleh masing-masing pihak dengan menggunakan joint 

operation contract (JOC), memperbolehkan diadakannya kontrol atau pengawasan atas 

putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di negara Z tadi, dimana semua pemeriksaan dan 

juga pengucapan putusan nantinya yang berlangsung di negara yang dipilih oleh masing- 

masing pihak yaitu negara Z.Menurut hukum yang ada di Indonesia dan dipergunakan di 

Indonesia, para pihak yang bersengketa juga dapat memilih tempat penyelesaian sengketa 

yang terjadi akan diselesaikan sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat(1) Undang-Undang 

No.30 Tahun 1999 bahwa tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis atau 

majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak. 

Kata kunci: Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Hak Paten. 
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